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ABSTRAK 
 
FLORENTINA ANINDYA HARVIANA PUTRI. E0013187. 2017. UPAYA 
PEMBUKTIAN MENGGUNAAN KETERANGAN AHLI DAN 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 
TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU ( Studi 
Putusan Nomor: 381/Pid.B/2014/PN.JKT.TIM) 
Penelitian hukum ini mengkaji mengenai kesesuaian penggunaan 
keterangan ahli sebagai sarana pembuktian dengan KUHAP dan pertimbangan 
hakim atas keterangan ahli dalam memutus perkara tindak pidana mengedarkan 
uang palsu. 
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen 
untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca Peraturan Perundang-
Undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Teknik Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik 
analisis silogisme deduktif untuk menguraikan dan memecahkan permasalahan 
yaitu melalui pengajuan premis mayor kemudian pengajuan premis minor baru 
ditarik kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan keterangan ahli 
sebagai sarana pembuktian terhadap perkara tindak pidana mengedarkan uang 
palsu sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 28, Pasal 186, Pasal 120 ayat (1) dan 
ayat (2), dan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka keterangan ahli yang 
diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b. Hakim tidak 
mempertimbangan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, 
namun Hakim mempertimbangkan surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan 
Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab dalam 
memeriksa dan memutus perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu dalam 
Putusan Nomor : 381/Pid.B/2014/PN.JKT.TIM. 
 
Kata Kunci : Pembuktian, Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim, Putusan, 
 Tindak Pidana Megedarkan Uang Palsu 
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ABSTRACT 
FLORENTINA ANINDYA HARVIANA PUTRI. E0013187. EFFORTS 2017. 
EXPERT EVIDENCE uses FACTS AND CONSIDERATIONS ON THE 
JUDGE'S DECISION IN CRIME DROPPED circulate COUNTERFEIT 
MONEY (Study Decision No. 381 / Pid.B / 2014 / PN.JKT.TIM) 
It examines the legal research on the suitability of the use of expert 
testimony as a means of proving to the Criminal Procedure Code and 
considerations on the testimony of expert judges in deciding a criminal case 
circulate counterfeit money. 
This legal research is a normative legal research that is prescriptive. The 
technique of collecting legal materials is done by document studies to collect legal 
materials by reading the Laws and Regulations, official documents and literature 
related to this research. Mechanical Analysis of legal materials made using 
deductive syllogism analysis techniques to decipher and solve problems is through 
the filing of the major premise and then filing a new minor premise be deduced. 
The results of this study indicate that the use of statements of experts as a 
means of proof of criminal assault circulate counterfeit money is in conformity 
with Article 1 paragraph 28, Article 186, Article 120 paragraph (1) and (2), and 
Article 179 paragraph (1) and (2) Criminal Procedure Code then the statements 
of experts presented by the Public Prosecutor has been qualified as valid evidence 
as mentioned in Article 184 paragraph (1) letter b. The judge did not consider the 
expert statement submitted by the Prosecutor, but the Judge considers the letter of 
examination of the central bank for Analysis and Information of Bank Indonesia 
Rupiah No. 16/5 / DPU / GKPU / Div-3 / Lab to examine and decide the criminal 
case circulate counterfeit money in Decision No. 381 / Pid.B / 2014 / 
PN.JKT.TIM. 
 
Keywords: Proof, Expert Description, Judge's Consideration, Decision, 
 Crime Makes Money Counterfeit 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi 
sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan 
simbol yang menjadi alat pemersatu negara. Secara umum, uang memiliki fungsi 
sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk 
menghindarkan perdagangan dengan cara barter. ”Uang adalah suatu benda yang 
dipergunakan oleh orang umum ataupun masyarakat penduduk dunia sebagai alat 
perantara untuk mempermudah proses pertukaran sehingga dengan adanya uang, 
kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dan terarah” (Indra Darmawan, 
2000 : 1).  
Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan 
fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan 
hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang antara lain 
sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat 
penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan dan sebagai alat pendorong 
ekonomi. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap 
negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran 
uang. Di Indonesia lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan 
mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Tujuan 
utama dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kepada bank sentral diberikan 
beberapa kewenangan dalam melakukan tugasnya.  
Tugas pertama adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter 
untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga dalam 
perekonomian agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang 
tersebut dan sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Tugas kedua 
adalah mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran, yang mencakup 
sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam 
mengatur peredaran uang antar pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dan 
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keuangan dalam menggunakan instrument pembayaran yang sah. Tugas ketiga 
adalah mengatur dan mengawasi perbankan (Perry Warjiyo, 2004 : 2-4). 
Seiring berkembangnya jaman dan segala kebutuhan ekonomi yang terus 
meningkat serta tingkat ekonomi masyarakat kelas bawah juga meningkat, ini 
akan mengakibatkan terhimpitnya roda perekonomian masyarakat. Mengingat  
demikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk 
memilikinya sebanyak-banyaknya, walaupun kadang-kadang dilakukan dengan 
cara melawan hukum. Wujud dari cara melawan hukum tersebut juga bermacam-
macam seperti, tindakan pemalsuan mata uang bahkan mengedarkan uang palsu 
tersebut. “Menurut pembentuk undang-undang, perbuatan meniru atau 
memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan 
perbuatan yang menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata 
uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut” (PAF. Lamintang dan Theo 
Lamintang, 2013: 162-163). Kejahatan mengedarkan uang palsu saat ini semakin 
meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan 
ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.  
Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa Setiap orang 
yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya 
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP 
diatur dalam Pasal 245 yang menyebutkan bahwa Barangsiapa dengan sengaja 
mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank 
sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau 
dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau 
dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata 
uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau 
menyuruh mengedaarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
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Permasalahan mengenai peredaran uang palsu harus mendapat penanganan 
yang serius, mengingat uang adalah alat yang vital bagi kehidupan sehari-hari. 
Diperlukan adanya penegakan hukum yang sesuai serta adil dengan tindakan 
pemalsuan dan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat. Hakim wajib 
memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana 
pemalsuan dan peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang yang 
berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. 
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada 
hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile 
waarheid) terhadap suatu perkara. Dalam hal ini usaha pembuktian yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti dibutuhkan 
untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan 
seperti pada penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan suatu 
perkara. “Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 
didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.” (Andi 
Hamzah, 2008: 249). Dengan demikian pembuktian dilakukan untuk mencari 
kebenaran materiil suatu perkara pidana dan dimaksudkan agar menghindari 
adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.  
Dalam Hukum Acara Pidana penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara 
tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman 
yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak 
pidana mengedarkan uang palsu, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil 
dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam 
hukum positif Indonesia. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan atas 
pembuktian secara hukum serta ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu 
putusan hakim memberikan keadilan untuk seluruh pihak serta memberikan 
manfaat dan kepastian hukum. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan 
pula sifat baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan 
oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat 
4 
 
 
atau ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan 
dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya 
dalam penerapan jenis pidana penjara. 
Salah satu dari perkara pidana di atas adalah tindak pidana mengedarkan uang 
palsu yang sangat merugikan negara, seperti halnya dalam perkara yang akan 
penulis kaji, yaitu mengenai tindak pidana mengedarkan uang palsu di Jakarta 
Timur yang dilakukan oleh Terdakwa KARSIM Bin ALEH yang telah 
didakwakan melakukan perbuatan melanggar Pasal 245 KUHP. Bermula dari 
tertangkapnya Muhammad Iqbal di halaman parkir UKI pada hari Kamis tanggal 
6 Februari 2014 dan mengaku yang mendapat uang palsu dari Agung Stevani. 
Lalu tertangkapnya Agung Stevani dan Aonillah Dimyati di Mega Mall Junction 
Lantai III Bekasi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014. Pada awalnya hari 
Senin tanggal 3 Februari 2014 terdakwa datang kerumah saudara Aonillah 
Dimyati untuk menyerahkan uang palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp 
100.000,00 yang sebelumnya Agung Stevani yang akan membeli uang palsu 
tersebut melalui Aonillah Dimyati dan Aonillah Dimyati menghubungi terdakwa 
KARSIM dan akan membeli uang kertas palsu tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 
kemudian disepakati. Kemudian terdakwa KARSIM  akan membeli uang palsu 
terssebut kepada Endang (belum tertangkap) sebanyak 150 lembar uang palsu 
pecahan Rp 100.000,00. Untuk mencari titik terang perkara ini, maka dibutuhkan 
alat bukti Keterangan Ahli yang dapat menentukan mengenai asli atau palsunya 
uang tersebut.  
Penyelesaian tindak pidana yang berkaitan dengan uang, Hakim dalam 
memutuskan perkara mengedarkan uang palsu membutuhkan Keterangan Ahli 
yang khusus untuk dijadikan sebagai bukti dalam menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis 
skripsi dengan judul “UPAYA PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN 
KETERANGAN AHLI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA 
MENGEDARKAN UANG PALSU (Studi Putusan No: 
381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM)”  
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka 
dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu : 
1. Apakah Penuntut Umum dalam menggunakan Keterangan Ahli sebagai 
sarana pembuktian terhadap perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu 
sudah sesuai dengan syarat- syarat guna dijadikan sebagai alat bukti yang 
sah menurut ketentuan KUHAP? 
2. Apakah Hakim mempertimbangkan Keterangan Ahli dalam menjatuhkan 
putusan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka di dalam suatu 
penelitian memerlukan tujuan penulisan yang hendak dicapai. Dalam penelitian 
ini terdapat dua jenis tujuan dalam melaksanakan suatu penelitian, adapun tujuan 
penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui apakah Penuntut Umum dalam menggunakan Keterangan 
Ahli sebagai sarana pembuktian terhadap perkara tindak pidana 
mengedarkan uang palsu dalam Putusan Nomor : 
381/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim sudah sesuai dengan KUHAP ? 
b. Mengetahui apakah Hakim mempertimbangkan Keterangan Ahli dalam 
menjatuhkan putusan ?   
2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis di bidang 
ilmu hukum terutama bidang hukum acara pidan, baik teori maupun 
praktik dalam ranah hukum. 
b. Melatih dan meningkatkan kemampuan penulis dalam berfikir secara 
ilmiah dengan pemahaman teori dan praktik hukum yang telah 
diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
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c. Memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana di 
bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis itu 
sendiri maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di 
bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada 
khususnya. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 
serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian 
untuk tahap berikutnya. 
c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang 
pemikiran maupun masukan serta manfaat pengetahuan bagi pihak-
pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti oleh peneliti secara benar dan bukan hanya 
penalaran saja sehingga dengaan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. 
b. Memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu 
hukum bagi masyarakat pada umumnya dan orang-orang yang bekerja 
di bidang hukum pada khususnya. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah serangkaian 
kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten 
untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap, dapat dipertanggungjawabkan 
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secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian hukum adalah 
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 35). Dalam suatu penelitian, metodologi penelitian merupakan 
unsur mutlak yang harus ada dan harus diperhatikan. Adapun metode yang 
penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau penelitian hukum 
normatif. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat preskriptif 
dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang 
bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum 
mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mmendasar, universal, 
umum dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan 
pemikiran itu berkaitan dengan berbagai macam konsep dan mengenai 
kebenaran, pemahaman dan makna serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip 
moral. Sedangkan sebagai ilmu terapan ilmu hukm menetapkan standar 
prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan 
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41). 
Penelitian bersifat preskriptif dimaksudkan untuk memberikan 
argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini 
dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar 
atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil 
penelitian ini. 
3. Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam 
penulisan hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach), 
pendekatan kasus (case approac), pendekatan historis (historical 
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approach), pendekatan komparatif atau perbandingan (comparative 
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014 133). 
Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Dalam 
pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan 
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 
telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 158).  
Dalam menggunakan Pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh 
peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan 
oleh hakim untuk sampai pada putusannya. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 
Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga untuk 
memecahkan isu hukum dan memberikan perspektif mengenai apa yang 
diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 141). 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan penulis meliputi : 
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana (KUHP); 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP); 
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 
381/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.  
b. Bahan Hukum Sekunder 
1) Buku-buku teks ilmiah dibidang hukum; 
2) Jurnal-jurnal hukum skripsi dan tesis; 
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3) Artikel; 
4) Bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki 
korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis 
adalah dengan studi dokumen atau kepustakaan (library research). Teknik 
ini merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui 
bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisys, yang 
berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan 
mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya serta putusan hakim 
yang erat kaitannta dengan permasalahan yang dibahas. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme 
deduktif untuk menguraikan dan memecahkan permaslahan yang diteliti 
berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis bahan 
hukum ini berawal dari penarikan premis mayor (pernyataan bersifat 
umum), penarikan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dan 
kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 147). Premis mayor tersebut 
merupakan penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minor adalah 
fakta hukum yang dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur Nomor 381/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim kemudian ditarik 
kesimpulan dengan menganalisis kecocokan antara premis mayor dan 
premis minor tersebut. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Demi memberikan kemudahan dalam pemahaman mengenai pembahasan, 
menganalisis serta mendiskripsikan secara jelas dari Penulisan hukum ini, Penulis 
menyusun sistematika Penulisan hukum dengan membagi ke dalam bab-bab 
sebagai berikut :  
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BAB I  : PENDAHULUAN 
 Penulis dalam bab ini akan menguraikan tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Penulis dalam bab ini akan menguraikan dua hal yaitu  
mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam rangka 
teori memuat hal-hal tentang tinjauan pembuktian, tinjauan 
tentang Keterangan Ahli, tinjauan tentang pertimbangan hakim, 
tinjauan tentang putusan, serta tinjauan tentang tindak pidana 
mengedarkan mata uang palsu. Sedangkan kerangka pemikiran 
menjelaskan mengenai alur berpikir penulis. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penulis dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian 
dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ada, 
yaitu mengenai apakah penuntut umum upaya dalam 
menggunakan Keterangan Ahli sebagai sarana pembuktian sudah 
sesuai dengan KUHAP  dan apakah hakim mempertimbangkan 
Keterangan Ahli dalam menjatuhkan putusan dalam hal ini 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 
381/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yaitu 
terdiri dari kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan 
tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Pembuktian 
a. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian merupakan titik sentral  pemeriksaan perkara  dalam 
sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang 
berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 
undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 
Terdakwa. Pengertian dari pembuktian sebenarnya tidak  akan 
dapat ditemukan dalam suatu Pasal pun yang memberikan 
pengaturannya baik dalam  KUHAP  maupun  di  dalam  ketentuan  
hukum  lainnya.  Menurut Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian 
adalah : 
“Merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 
tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga 
merupakan kesatuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan 
undang – undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan 
kesalahan yang didakwakan”(M. Yahya Harahap, 2003: 252). 
Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat esensial 
dalam upaya penemuan kebenaran materiil suatu perkara pidana, 
sehingga dalam proses pembuktian perkara di pengadilan diperlukan 
alat bukti dan barang bukti yang benar – benar dapat membuat terang 
suatu tindak pidana yang disangkakannya. Untuk menemukan 
kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari 
suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang 
terjadi dan siapa pelakunya, maka masalah pembuktian menduduki 
tempat yang sangat penting. Membuktikan sesuatu berarti : 
1) Menunjukkan hal – hal yang dapat di tangkap oleh panca indra; 
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2) Mengutarakan hal – hal tersebut; 
3) Berpikir secara logika. 
Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian–kejadian konkrit 
dan bukan suatu yang abstrak. Hakim meskipun tidak melihat dengan 
mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan 
dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi sehingga memperoleh 
keyakinan tentang hal tersebut. Kegiatan pembuktian diharapkan 
memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran yang mutlak 
sukar ditemukan dalam proses untuk menentukan substansi atau 
hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak 
melalui pikiran yang logis terhadap fakta – fakta yang terang dalam 
hubungan dengan perkara pidana. 
Penuntut Umum terikat pada Pasal ketentuan dan penilai alat bukti 
yang ditentukan Undang-Undang. Penuntut Umum, Hakim, Terdakwa 
maupun penasihat hukumnya tidak boleh sekehendak hati dengan 
kemauannya sendiri dalam menggunakan dan menilai alat bukti di 
luar apa yang telah digariskan Undang-Undang. Dalam hal ini 
Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang 
untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan segala kesalahan 
yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa atau penasihat 
hukumnya mempunyai hak untuk melemahkan atau melumpuhkan 
pembuktian yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, cara tersebut 
dapat berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan Saksi 
yang meringankan atau Saksi de charge. Dalam hal ini Hakim harus 
benar-benar cermat  dan sadar dalam menilai dan mempertimbangkan 
kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ada. 
 
b. Prinsip Pembuktian 
1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
13 
 
 
Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang 
berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu 
dibuktikan” atau disebut dengan istilah notoire feiten. Secara 
garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 
a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu 
atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau 
semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, 
harga emas lebih mahal dari perak.  Dan yang dimaksud 
dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus 
diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia. 
b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan 
selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan 
kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk 
minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa 
menyebabkan seseorang mabuk (Hari Sasangka dan Lily 
Rosita, 2003: 20). 
2) Menjadi Saksi adalah kewajiban. 
Kewajiban seseorang menjadi Saksi diatur pada penjelasan 
Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang 
menjadi Saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk 
memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia 
dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang 
yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.” 
3) Satu Saksi bukan Saksi (unus testis nullus testis). 
Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang 
berbunyi: “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 
didakwakan kepadanya”. Menurut KUHAP, keterangan satu Saksi 
bukan Saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat 
disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: 
“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan Hakim cukup 
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didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi, ini berarti satu Saksi, satu 
keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan 
Terdakwa disertai keyakinan Hakim cukup sebagai alat bukti untuk 
memidana Terdakwa dalam perkara cepat (M. Yahya Harahap, 
2003: 267). 
4)  Pengakuan Terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut   
umum membuktikan kesalahan Terdakwa. 
Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip 
“pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana 
yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP 
yang berbunyi: “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti 
lain”. 
5) Keterangan Terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. 
Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang 
berbunyi: “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 
dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan Terdakwa di 
sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat 
bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri.. 
Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam 
persidangan yang berkedudukan sebagai Terdakwa, hanya dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. ”Jika 
dalam suatu perkara Terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-
masing keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat bukti 
yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan Terdakwa A 
tidak dapat dipergunakan terhadap Terdakwa B, demikian 
sebaliknya” (M. Yahya Harahap, 2003: 321). 
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c. Teori Pembuktian 
Sistem pembuktian adalah “pengaturan tentang macam-macam alat 
bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-
cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara 
bagaimana haim harus membentuk keyakinannya di depan sidang 
pengadilan” (Alfitra, 2011: 28). Sistem pembuktian adalah sistem yang 
berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk 
membuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan 
nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang 
menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya 
sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu 
kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan 
pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang 
lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh 
(Adhami Chazawi, 2008:24). 
Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian 
yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan 
terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, 
teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. 
Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan 
negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang 
dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime atau teori 
pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata, conviction 
rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dalam 
batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk 
bewijstheorie atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada 
alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, 
dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan 
keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang 
secara negatif (Hendar Soetarna, 2011:11)  
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1) Conviction intime atau Teori pembuktian berdasaran keyakinan 
Hakim semata-mata. 
Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan 
keyakinan Hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan 
kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan 
berdasarkan keyakinan Hakim, artinya bahwa jika dalam 
pertimbangan putusan Hakim telah menganggap terbukti suatu 
perbuata sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, 
Terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. 
“Keyakinan Hakim pada teori ini adalah menetukan dan 
mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau 
bertentangan dengan keyakinan Hakim tersebut” (Rusli 
Muhammad, 2007: 186-187). 
Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada 
pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini 
memungkinkan Hakim menyebut apa saja sebagai dasar 
keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi 
pada pengadilan adat dan swapraja yang para Hakimnya terdiri atas 
orang-orang yang bukan ahli hukum. “Sistem ini merugikan dalam 
hal pengawasan terhadap Hakim dan merugikan Terdakwa dan 
penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu 
keyakinan Hakim” (Hendar Soetarno, 2011: 39-40). 
Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai 
manusia biasa, Hakim bisa salah keyakinan yang telah 
dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu 
yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara Hakim dalam 
membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini 
terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum 
yang sewenang-wenang, dengan bertumpa pada alasan keyakinan 
Hakim (Adami Chazawi, 2008: 25). 
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2) Conviction Rasionnee atau Teori pembuktian berdasarkan 
keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. 
Sistem pembuktian conviction rasionnee adalah sistem 
pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan Hakim, tetapi 
keyakinan Hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang 
rasional. “Dalam sistem ini Hakim tidak dapat lagi memiliki 
kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya 
harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan 
yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar 
keyakinannya itu” (Rusli Muhammad, 2007:187). Conviction 
rasionnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan 
undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar 
keyakinan Hakim. 
Dalam teori ini, Hakim dapat memutuskan Terdakwa bersalah 
berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan 
yang diciptakan oleh Hakim sendiri, tetapi keyakinan Hakim 
sampai batas tertentu, yaitu “keyakinan Hakim yang didasarkan 
kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan 
(conclusive) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian 
tertentu” (Hendar Soetarno, 2011:40). 
3) Positif Wettelijk Bewijstheorie atau Teori Pembuktian yang hanya 
berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh 
undang-undang secara positif. 
Sistem pembuktian positif wettelijk bewijstheorie adalah 
pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara 
positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang 
sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk 
menentukan kesalahan seseorang, Hakim harus mendasarkan pada 
alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat 
bukti tersebut telah terpenuhi, Hakim sudah cukup beralasan untuk 
menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih 
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dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, 
“keyakinan Hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada 
tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan Hakim harus dihindari 
dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan 
kesalahan seseorang” (Rusli Muhammad, 2007: 190).  
Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat 
inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah 
tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi 
manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan 
tersangka atau Terdakwa oleh negara. “Sistem ini sama sekali 
mengabaikan perasaan hati nurani Hakim, di mana Hakim bekerja 
menyidangkan Terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah 
diprogram melalui undang-undang” (Adhami Chazawi, 2008 : 27-
28).  
4) Negatief Wettelijk Bewijstheorie atau Teori pembuktian 
berdasarkan keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti 
dalam undang-undang secara negatif. 
Pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie atau pembuktian 
berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang 
selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam 
undang-undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Sekalipun 
menggunakan keyakinan Hakim, namun keyakinan Hakim terbatas 
pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. “Sistem 
pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut 
keyakinan Hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut 
pembuktian berganda (doubelen grondslag)” (Rusli Muhammad, 
2007: 187).  
Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu 
ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur 
keyakinan Hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. 
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“Keyakinan Hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut 
tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, 
dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat 
menciptakan keyakinan Hakim” (Hendar Soetarno, 2011: 41). Dari 
hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak 
belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara negatif. “Di mana rumusannya bahwa salah 
tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang 
didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang” (M. Yahya Harahap, 2003: 277).  
Sistem pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie mempunyai 
persamaan dan perbedaan dengan sistem conviction rasionalee. 
Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama 
menggunakan keyakinan Hakim dan kedua-duanya sama-sama 
membatasi keyakinan Hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa 
sistem conviction rasionalee berpangkal tolak pada keyakinan 
Hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan 
yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan 
pada ungna-undang, sedangkan “pembuktian negatief wettelijk 
bewijstheorie berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan 
secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan 
Hakim” (Rusli Muhammad, 2007: 190-191).  
Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana 
diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif 
dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa. tidak 
ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya 
saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam 
arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak 
meyakinkan Hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka Hakim 
tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap 
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Terdakwa. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistam pembuktian 
dalam KUHAP,  disebut : (Rusli Muhammad, 2007: 192) 
a) Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk 
pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis 
dan banyaknya alat bukti yang harus ada. 
b) Negatief,  karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat 
membuat Hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi 
seorang Terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat 
bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya 
bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan 
bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana 
tersebut. 
Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai 
berikut : (Adhami Chazawi, 2008: 30) 
a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang 
jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. 
Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus 
perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan 
pidana. 
b) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan 
pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak 
terpisahkan, yaitu : 
(1) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah. 
(2) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
Hakim memperoleh keyakinan. 
Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk 
menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar 
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putusan oleh majelis Hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu 
dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang 
setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehigga “pembuktian 
tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan 
syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal 
pembuktian untuk menjatuhkan pidana” (Adhami Chazawi, 2008: 
31). 
d. Alat Bukti yang Sah 
Alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam sidang 
Pengadilan adalah alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP, meliputi : 
1) Keterangan Saksi 
Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan Saksi adalah salah satu alat 
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan Saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya. Alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti 
yang utama dalam perkara pidana. Keterangan Saksi sebagai 
pembuktian diatur dalam Pasal 185 KUHAP, keterangan seorang 
Saksi memiliki pengaturan sebagai berikut : 
a) Keterangan Saksi sebagai alat bukti apa yang Saksi nyatakan 
di sidang Pengadilan. 
b) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan 
yang didakwakan kepadanya. 
c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
d) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat 
bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya 
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satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
e) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil 
pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi. 
f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim 
harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : 
(1) Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang 
lainnya. 
(2) Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain. 
(3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk 
memberikan keterangan yang tertentu. 
(4) Cara hidup dan kesusilaan Saksi atau segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 
keSaksian itu dipercaya. 
g) Keterangan dari Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 
dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah 
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah 
lainnya kecuali ditemukan lain dalam Undang-Undang, maka 
tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan 
diri sebagai Saksi yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP. 
 
2) Keterangan Ahli 
Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan Ahli 
adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang 
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan 
Ahli berbeda dengan keterangan Saksi, disini keterangan Ahli 
memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia 
miliki. Kekuatan pembuktian keterangan Ahli mempunyai 
mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana di dalamnya tidak 
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melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. “Hakim 
bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi Hakim untuk harus 
menerima kebenaran keterangan yang dimaksud”. (M Yahya 
Harahap, 2003: 304). 
Ditegaskan dalam Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 
yang memiliki arti dalam hal diperlukan untuk menjernihkan 
duduk persoalannya yang timbul di sidang Pengadilan, Hakim 
ketua sidang dapat minta keterangan Ahli dan dapat pula minta 
agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan dan apabila 
terdapat keberatan yang beralasan dari Terdakwa maupun 
penasihat hukumnya mengenai keterangan Ahli tersebut, Hakim 
dapat memerintahkan dilakukan penelitian ulang. 
 
3) Surat  
Surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-
tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan 
isi pikiran (Andi Hamzah, 2008: 285). Dalam Pasal 187 Ayat (1) 
huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah adalah : 
a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan 
itu; 
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perUndang-
Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan; 
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c) Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi kepadanya; 
d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
4)  Petunjuk 
Keyakinan pembuktian petunjuk sama dengan alat bukti 
yang sah lainnya, kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Pasal 188 
Ayat (1) , (2), dan (3) KUHAP mencantumkan bahwa: 
a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa 
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari : 
- Keterangan Saksi; 
- Surat; 
- Keterangan Terdakwa. 
- Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk 
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim 
dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan 
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan 
berdasarkan hati nuraninya. 
 
5)  Keterangan Terdakwa 
Keterangan Terdakwa diperoleh dari apa yang dinyatakan 
oleh Terdakwa nyatakan dimuka Persidangan mengenai apa yang 
telah ia lakukan maupun yang ia ketahui atau ia alami sendiri. 
Mengenai keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP. 
Keterangan Terdakwa sendiri dapat membantu untuk menemukan 
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bukti di Persidangan, sesuai dengan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, 
“keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya”. “Keterangan 
Terdakwa dapat berupa penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan 
sebagian dari perbuatan atau keadaan” (Andi Hamzah, 2008: 287). 
 
2. Tinjauan tentang Keterangan Ahli 
Definisi mengenai Keterangan Ahli menurut Pasal 1 angka 28 
KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam 
perkara pidana, keterangan Ahli diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) 
KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam 
Pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan Ahli. Lebih lanjut 
Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan Ahli ialah apa 
yang seorang Ahli nyatakan  di sidang Peradilan. 
Keterangan Ahli berbeda dengan keterangan Saksi, disini 
keterangan Ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu 
pengetahuan yang ia miliki. Kekuatan pembuktian keterangan Ahli 
mempunyai mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana di dalamnya 
tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. 
Hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi Hakim untuk harus 
menerima kebenaran keterangan yang dimaksud. (M Yahya Harahap, 
2003: 304). Keterangan Ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan 
atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya. 
Apabila keterangan Ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka 
sebelum memberikan keterangan Ahli harus mengucap sumpah atau 
janji terlebih dahulu. 
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Pada Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP , jenis dan tata cara 
pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui 
prosedur sebagai berikut : 
a. Diminta Penyidik pada Taraf Pemeriksaan Penyidikan 
Pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, 
Penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan 
Penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk 
hal apa pemeriksaan ahli tersebut dilakukan. Atas permintaan 
Penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan itu 
bisa berupa keterangan yang lazim juga disebut dengan nama 
visum et repertum. Laporan atau visum et repertum tadi dibuat 
oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” diwaktu ahli 
menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk 
laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau 
visum et repertum sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat 
bukti yang sah menurut Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 
2003: 296).  
b. Keterangan Ahli yang Diminta dan Diberikan di Sidang 
Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di 
sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan 
penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa 
juga terjadi, meskipun Penyidik atau Penuntut Umum waktu 
pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika 
Hakim ketua sidang atau Terdakwa ataupun Penasihat Hukum 
menghendaki dan menganggap perlu untuk dihadirkannya Ahli 
dalam persidangan, meminta kepada Ahli yang mereka tunjuk 
memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan 
bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat 
melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di 
sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan 
dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam 
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pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli 
tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang 
dab sekaligus keterangan Ahli yang seperti ini memiliki nilai 
kekuatan pembuktian. 
Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa keterangan ahli 
dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua alat bukti yang 
sah yakni keterangan ahli yang berbentuk laporan atau visum et 
repertum tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan 
tetapi pada sisi lain juga merupakan alat bukti surat. M. Yahya 
Harahap menegaskan bahwa keleluasan Hakim, Penuntut 
Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum dalam memberikan 
nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan di atas, sama 
sekali tidak menimbulkan akibat dalam menentukan nilai 
kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti tersebut sama-sama 
mempunyai kekuatan pembuktian bebas, dan tidak mengikat. 
Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya. 
 
3. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim 
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
KeHakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau 
pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang 
dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib 
menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang 
sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 
Terdapat dua pertimbangan Hakim, yakni pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan 
yang didasarkan pada faktor-faktor yang tertangkap dalam persidangan 
dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat 
dalam putusan. Sedangkan Pertimbangan Non Yuridis adalah 
pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan 
filosofis. 
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Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 
dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan 
dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori Keseimbangan 
Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentinagan 
pihak-pihak yang tesangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu 
antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan 
masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. 
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 
Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau 
kewenangan dari Hakim sebagai diskresi, dalam penjatuhan 
putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang 
wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat 
keadaan pihak Terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara 
pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam 
penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau 
intuisis dari pada pengetahuan Hakim. 
c. Teori Pendekatan Keilmuan 
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses 
penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh 
kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan 
terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan Hakim. 
Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 
dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas 
dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan 
ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim 
dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 
d. Teori Pendekatan Pengalaman 
Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat 
membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang 
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dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, 
seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan 
yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 
pelaku, korban masyarakat. 
e. Teori Ratio Decidend 
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, 
yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan 
pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 
disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, 
serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang 
jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi 
para pihak yang berperkara 
(http://www.hukumonline.com/pertimbanganHakim//, diakses pada 
tanggal 20 Desember 2016). 
Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan 
kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim 
melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan 
perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha 
menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, 
peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan 
keHakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang 
bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. 
Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah Hakim, yang 
mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh Hakim melalui putusannya. 
Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang 
terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan 
kehakiman, yaitu : 
(2). Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 
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(3). Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau  
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim; 
(4). Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi Hakim dalam menjalankan 
tugas dan fungsi yudisialnya. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah 
pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 
untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangakain tindakan 
Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan 
asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan 
menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya 
ringan. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. 
Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada 
juga yang menaruh harapan terhadap putusan Hakim dalam suatu perkara. 
Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya 
adalah bagaimana Hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa 
mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas (http//:Sosiologi 
Hukum.blogspot.com di akses 20 Desember 2016).  
4. Tinjauan tentang Putusan Hakim 
a. Pengertian Putusan Hakim 
Pengertian putusan pengadilan terdapat pada Pasal 1 angka 11 
KUHAP yaitu, “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang 
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam Undang-Undang.” 
Putusan Hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan 
jawaban. Oleh karena itu, Hakim dianggap tahu hukum (Ius Curia 
Novit), maka putusan tersebut harus memuat petimbangan-
pertimbangan yang memadai yang bisa diterima secara nalar di 
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kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, 
masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. 
Putusan pengadilan juga berarti putusan yang diucapkan oleh 
Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang 
terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum 
acara pidana pada umumnya “berisikan amar pemidanaan atau bebas 
atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk 
tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya” (Lilik Mulyadi, 2007: 
203). 
Pasal 186 ayat (6) KUHAP mengatur bahwa pada asasnya putusan 
dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, 
kecuali jika hal setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak 
dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 
1)  Putusan diambil dengan suara terbanyak; 
2)  Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga diperoleh putusan yang 
dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi 
Terdakwa. 
b. Jenis-Jenis Putusan Hakim 
Hukum acara pidana di dalam KUHAP menjelaskan bahwa Hakim 
dapat menjatuhkan putusan yang mempunyai tiga macam 
kemungkinan, yakni : 
1) Putusan Bebas (Vrijspraak) 
Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “Jika ada 
pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan di sidang, kesalahan 
Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus 
bebas.” Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum 
terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Hakim. 
Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus 
ddibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum.  
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Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup 
terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 
a) Putusan Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum 
(Ontslag van Rechtsvervolging) 
Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan 
merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum.” 
b) Putusan Penghukuman Terdakwa atau Pemidanaan 
(Veroordeling) 
Kemungkinan  ketiga dari putusan yang dijatuhkan 
pengadilan adalah putusan penghukuman Terdakwa. Pasal 
193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Jika pengadilan 
berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana.” Hakim menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang 
pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan 
meyakinkan seperti pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan 
adanya minimum pembuktian tersebut, Hakim memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim 
dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan Pasal 183 
KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
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5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa 
Indonesia, dalam bahasa Belanda disebut straftbaarfeit atau delik. 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut : 
1)  Subyek; 
2)  Kesalahan; 
3)  Bersifat melawan hukum; 
4)  Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; 
5)  Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya). 
b. Pengertian Uang Palsu 
Berdasarkan Pasal 1 butir 8 dan butir 9 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Rupiah Tiruan adalah 
suatu benda yang bahan, ukurab, warna, gambar, dan/atau desainnya 
menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau 
diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan 
merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Sedangkan 
yang dimaksud dengan Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, 
ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang 
dibuat, dibentuk, dicetak, atau digunakan sebagai alat pembayaran 
secara melawan hukum. 
c. Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu 
Menurut R. Soesilo mengedarkan uang palsu ialah menjalankan 
(mengedarkan) harus dengan sengaja, sedangkan kepalsuan mata uang 
itu harus diketahui oleh orang yang menjalankan itu, mengetahui 
bahwa uang tersebut palsu pada saat uang tersebut diterima olehnya. 
Apabila mengetahuinya itu lebih lama kemudian dari saat diterimanya 
uang itu, akan tetapi masih ada pada saat ia mengedarkannya, dikenai 
Pasal 294 KUHP. Orang yang melakukan (mengedarkan) uang palsu 
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dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannya tidak dihukum (R. 
Soesilo, 1994: 29). Untuk kepentingan tertentu ada hal yang 
diperbolehkan melakukan pembuatan Rupiah Tiruan dengan 
pengaturan yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun2011 tentang Mata Uang yaitu, “setiap orang dilarang 
meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi 
dengan memberi kata spesimen”.  Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
menegaskan lagi bahwa “setiap orang dilaarng menyebarkan atau 
mengedarkan Rupiah Tiruan.” 
Dalam Pasal 245 KUHP mengarur mengenai tindak pidana 
mengedarkan mata uang palsu, yakni : 
barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang 
kertas yang dikrluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang 
atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu 
olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli 
atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke 
Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud 
untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli 
dan tidak dipalsu diancam dengan pidana penjara palimg lama lima 
belas tahun. 
Mengedarkan mata uang palsu merupakan suatu pelanggaran 
terhadap jaminan yang diakui oleh negara, yang ditunjukkan terhadap 
suatu ketertiban dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan 
mengedarkan uang palsu tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, 
yaitu : 
1) Dengan melakukan perbuatan meniru atau perbuatan memalsukan 
sendiri; 
2) Dengan melakukan penerimaan (dari orang lain) dan pada saat 
penerimaan ia mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah 
uang palsu. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
Keterangan : 
Kerangka pemikiran ini menjelaskan mengenai alur 
pemikiran penulis dalam menyusun penelitian hukum. Penggunaan 
keterangan ahli sebagai sarana pembuktian perkara tindak pidana 
mengedarkan uang palsu dirasa benar dan karenanya dibutuhkan 
adanya keterangan ahli untuk membuat terang suatu perkara 
pidana guna kepentingan dalam pemeriksaan. Dalam kasus yang 
dibahas dalam penelitian ini mengenai tindak pidana mengedarkan 
uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti berdasarkan 
keterangan ahli merupakan uang rupiah tidak asli. 
Berdasarkan keterangan ahli yang diperoleh maka akan 
ditemukan fakta-fakta persidangan  yang terungkap dalam 
pemeriksaan pengadilan yang selanjutnya akan menjadi dasar 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada akhirnya 
Penuntut Umum Alat Bukti yang sah Pasal 
184 KUHAP 
Pasal 184 ayat (1) huruf b 
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Hakim melakukan kajian dari fakta yang terungkap dalam 
pengadilan yang berdasarkan keterangan ahli, kemudian Majelis 
Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan uang 
palsu. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian PutusanPengadilan Negeri Jakarta 
Timur Nomor: 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM dapat dikemukakan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap  : KARSIM BIN ALEH 
Tempat lahir  : Karawang 
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 29 April 1972 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal  : Kp. Kobak Biru Rt.10/05 Desa Karang  
 Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. 
 Karawang, Jawa Barat. 
Agama                          : Islam 
Pekerjaan    : Tani 
 
2. Kasus Posisi 
Pada awalnya hari Senin tanggal 3 Februari 2014 terdakwa datang 
ke rumah saksi Aonillah Dimyati untuk menyerahkan uang palsu 
sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- yang sebelumnya dipesan 
saksi Agung Stevani melalui HP yang akan membeli uang palsu 
sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- dari saksi Aonillah 
Dimyati, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 saksi 
Aonillah Dimyati menghubungi terdakwa melalui HP yang akan 
membeli uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- sebesar Rp 
5.000.000,- kemudian disepakati akan mendapat 13 lembar. Lalu 
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terdakwa datang ke rumah saksi Aonillah Dimyati untuk mengambil 
uang pembelian Rp 5.000.000,- dan terdakwa akan membeli uang 
palsu kepada sdr. Endang (DPO) sebanyak 150 lembar uang pecahan 
Rp 100.000,-. 
Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 saksi Agung 
Stevani membeli uang palsu tersebut dari saksi Aonillah Dimyati di 
Mega Mall Bekasi sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- dengan 
harga Rp 6.500.000,- . lalu saksi Mohammad Iqbal Perkasa 
menghubungi saksi Agung Stevani melalui HP apakah ia mempunyai 
barang bagus (uang palsu) atau tidak. Setelah itu saksi Agung Stevani 
menghubungi saksi Aonillah Dimyati dan menanyakan apakah 
mempunyai uang palsu atau tidak, Segera saksi Aonillah Dimyati 
menghubungi terdakwa dan ternyata sudah ada. Saksi Agung Stevani 
kemudian menyampaikan kepada saksi Mohammad Iqbal Perkasa 
bahwa barang yang dicarinya ada, dan saksi Mohammad Iqbal Perkasa 
akan membeli uang kertas palsu tersebut sebesar Rp 5.000.000,- 
dengan mendapatkan uang palsu sebanyak 115 lembar pecahan 
Rp100.000,-  kemudian disepakati.  
Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 
22.00 WIB saksi Aonillah Dimyati menemui saksi Agung Stevani di 
Mega Mall Bekasi untuk menyerahkan uang palsu sebanyak 130 
lembar pecahan Rp 100.000,- dan uang palsu tersebut disimpan oleh 
saksi Agung Stevani di Hotel Sentosa. 
Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 pukul 07.00 WIB saksi 
Mohammad Iqbal Perkasa dan saksi Agung Stevani bertemu di Mega 
Mall Bekasi dan mereka pergi ke ATM BCA untuk mentransfer uang 
sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening istri saksi Aonillah Dimyati, 
selanjutnya mereka pergi ke Hotel Sentosa untuk mengambil 
pembelian uang palsu sebanyak 115 lembar. 
Bermula dari tertangkapnya Mohammad Iqbal di halaman parkir 
UKI  pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 dan mengaku 
39 
 
 
mendapatkan uang palsu dari Agung Stevani. Lalu disusul 
tertangkapnya Agung Stevani dan Aonillah Dimyati di Mega Mall 
Junction Lantai III Bekasi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014. 
Akhirnya tertangkaplah terdakwa pada tanggal 13 Februari 2014 di 
kediamannya  Kp. Kobak Biru RT.1/5 Desa Karang Mulya Kec Teluk 
Jambe Barat Kab. Karawang, Jawa Barat oleh anggota polisi yaitu 
saksi Sadiono, saksi Heri Wiyaji, saksi Prio Ananto, saksi Hendro 
Pranowo dan TIM berdasarkan pengembangan maka ditangkaplah 
terdakwa. 
 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Bahwa ia terdakwa KARSIM Bin ALEH , pada hari Senin tanggal 
3 Februari 2014 pukul 10.00 WIB di rumah Aonillah Dimyati di Jl. 
Jatirasa Timur Rt. 02/10 Kel. Karang Pawitan Kec. Karawang Barat 
Kab. Karawang Jawa Barat, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP 
yang menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya 
terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditepati ia diketemukan 
atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, 
apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih 
dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan 
Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu 
dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa dengan sengaja 
mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh 
Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak 
palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima 
diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barangsiapa 
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang 
kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau 
menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, perbuatan 
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Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 
KUHP. 
 
4. Alat Bukti 
Telah didengar dan diperiksa keterangan 7 (tujuh) orang saksi dan 
1 (satu) orang Ahli di persidangan, serta Keterangan Terdakwa, dan 
surat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 
16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tertanggal 28 Februari 2014. Mereka 
masing- masing memberikan keterangan di persidangan yang pada 
pokoknya adalah sebagai berikut : 
a. Saksi SADIONO 
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di 
Penyidik Polres Metro Jakarta Timur dan Keterangan Saksi di 
Penyidik sudah benar; 
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik adalah tentang saksi 
bersama 3 (tiga) orang yaitu Aipda Heri Wiyaji, Aipda Prio 
Ananto dan Brigadir Hendro Pranowo yang seluruhnya adalah 
Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melakukan 
penangkapan terhadap para pelaku penngedar uang palsu; 
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 
Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Kobak Biru 
RT.10/05 Desa Karang Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. 
Karawang, Jawa Barat. Sebelum terdakwa ditangkap terlebih 
dahulu dilakukan penangkapan terhadap Mohammad Iqba 
Perkasa hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 di halaman Parkir 
Rumah Sakit UKI Jl. Letjen Sutoyo Jakarta Timur, Agung 
Stevani pada Hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 di Mega 
Mall Junction lantai III Bekasi dan Aonillah Dimyati pada 
hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 di Mega Mall Junction 
lantai III; 
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- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak ditemukan 
barang bukti. Barang bukti ditemukan pada Mohammad Iqbal 
Perkasa yaitu 114 (seratus empat belas) lembar pecahan Rp 
100.000,- dan 4 (empat  lembar)  pecahan Rp 50.000.- dan 
Aonillah Dimyati berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 
100.000,-; 
- Bahwa uang palsu yang ditemukan pada Mohammad Iqbal 
Perkasa diperoleh dari Agung Stevani  dan Agung Stevani 
memperoleh uang palsu itu dari terdakwa. Kejadiannya 
berawal dari pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar 
pukul 17.00 WIB. Saya bersama teman saya di atas sedang 
observasi tentang pencurian kaca spion mobil di Rumah Sakit 
UKI Jl. Letjen Sutoyo dan melihat seseorang dengan gerak-
gerik yang mencurigakan dengan membawa tas jinjing warna 
coklat yang terbuat dari kertas selanjutnya dilakukan 
penggeledahan badan dan di dalam tas tersebut ditemukan 
uang palsi tersebut selanjutnya pelaku yaitu Mohammad Iqbal 
Perkasa diinterogasi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan. 
b. Saksi PRIO ANANTO 
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di 
Penyidik Polres Metro Jakarta Timur dan Keterangan Saksi di 
Penyidik sudah benar; 
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik adalah tentang saksi 
bersama 3 (tiga) orang yaitu Aipda Heri Wiyaji, Aipda 
Sadiono dan Brigadir Hendro Pranowo yang seluruhnya 
adalah Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur 
melakukan penangkapan terhadap para pelaku penngedar 
uang palsu; 
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- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 
Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Kobak Biru 
RT.10/05 Desa Karang Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. 
Karawang, Jawa Barat. Sebelum terdakwa ditangkap terlebih 
dahulu dilakukan penangkapan terhadap Mohammad Iqba 
Perkasa hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 di halaman Parkir 
Rumah Sakit UKI Jl. Letjen Sutoyo Jakarta Timur, Agung 
Stevani pada Hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 di Mega 
Mall Junction lantai III Bekasi dan Aonillah Dimyati pada 
hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 di Mega Mall Junction 
lantai III; 
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak ditemukan 
barang bukti. Barang bukti ditemukan pada Mohammad Iqbal 
Perkasa yaitu 114 (seratus empat belas) lembar pecahan Rp 
100.000,- dan 4 (empat  lembar)  pecahan Rp 50.000.- dan 
Aonillah Dimyati berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 
100.000,-; 
- Bahwa uang palsu yang ditemukan pada Mohammad Iqbal 
Perkasa diperoleh dari Agung Stevani  dan Agung Stevani 
memperoleh uang palsu itu dari terdakwa. Kejadiannya 
berawal dari pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar 
pukul 17.00 WIB. Saya bersama teman saya di atas sedang 
observasi tentang pencurian kaca spion mobil di Rumah Sakit 
UKI Jl. Letjen Sutoyo dan melihat seseorang dengan gerak-
gerik yang mencurigakan dengan membawa tas jinjing warna 
coklat yang terbuat dari kertas selanjutnya dilakukan 
penggeledahan badan dan di dalam tas tersebut ditemukan 
uang palsi tersebut selanjutnya pelaku yaitu Mohammad Iqbal 
Perkasa diinterogasi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan. 
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c. Saksi HENDRO PRANOWO 
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di 
Penyidik Polres Metro Jakarta Timur dan Keterangan Saksi di 
Penyidik sudah benar; 
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik adalah tentang saksi 
bersama 3 (tiga) orang yaitu Aipda Heri Wiyaji, Aipda 
Sadiono dan Aipda Prio Ananto yang seluruhnya adalah 
Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melakukan 
penangkapan terhadap para pelaku penngedar uang palsu; 
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 
Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Kobak Biru 
RT.10/05 Desa Karang Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. 
Karawang, Jawa Barat. Sebelum terdakwa ditangkap terlebih 
dahulu dilakukan penangkapan terhadap Mohammad Iqba 
Perkasa hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 di halaman Parkir 
Rumah Sakit UKI Jl. Letjen Sutoyo Jakarta Timur, Agung 
Stevani pada Hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 di Mega 
Mall Junction lantai III Bekasi dan Aonillah Dimyati pada 
hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 di Mega Mall Junction 
lantai III; 
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak ditemukan 
barang bukti. Barang bukti ditemukan pada Mohammad Iqbal 
Perkasa yaitu 114 (seratus empat belas) lembar pecahan Rp 
100.000,- dan 4 (empat  lembar)  pecahan Rp 50.000.- dan 
Aonillah Dimyati berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 
100.000,-; 
- Bahwa uang palsu yang ditemukan pada Mohammad Iqbal 
Perkasa diperoleh dari Agung Stevani  dan Agung Stevani 
memperoleh uang palsu itu dari terdakwa. Kejadiannya 
berawal dari pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar 
pukul 17.00 WIB. Saya bersama teman saya di atas sedang 
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observasi tentang pencurian kaca spion mobil di Rumah Sakit 
UKI Jl. Letjen Sutoyo dan melihat seseorang dengan gerak-
gerik yang mencurigakan dengan membawa tas jinjing warna 
coklat yang terbuat dari kertas selanjutnya dilakukan 
penggeledahan badan dan di dalam tas tersebut ditemukan 
uang palsi tersebut selanjutnya pelaku yaitu Mohammad Iqbal 
Perkasa diinterogasi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan. 
d. Saksi HERI WIYAJI 
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di 
Penyidik Polres Metro Jakarta Timur dan Keterangan Saksi di 
Penyidik sudah benar; 
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik adalah tentang saksi 
bersama 3 (tiga) orang yaitu Aipda Prio Ananto, Aipda 
Sadiono dan Brigadir Hendro Pranowo yang seluruhnya 
adalah Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur 
melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengedar uang 
palsu; 
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 
Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Kobak Biru 
RT.10/05 Desa Karang Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. 
Karawang, Jawa Barat. Sebelum terdakwa ditangkap terlebih 
dahulu dilakukan penangkapan terhadap Mohammad Iqba 
Perkasa hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 di halaman Parkir 
Rumah Sakit UKI Jl. Letjen Sutoyo Jakarta Timur, Agung 
Stevani pada Hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 di Mega 
Mall Junction lantai III Bekasi dan Aonillah Dimyati pada 
hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 di Mega Mall Junction 
lantai III; 
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- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak ditemukan 
barang bukti. Barang bukti ditemukan pada Mohammad Iqbal 
Perkasa yaitu 114 (seratus empat belas) lembar pecahan Rp 
100.000,- dan 4 (empat  lembar)  pecahan Rp 50.000.- dan 
Aonillah Dimyati berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 
100.000,-; 
- Bahwa uang palsu yang ditemukan pada Mohammad Iqbal 
Perkasa diperoleh dari Agung Stevani  dan Agung Stevani 
memperoleh uang palsu itu dari terdakwa. Kejadiannya 
berawal dari pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar 
pukul 17.00 WIB. Saya bersama teman saya di atas sedang 
observasi tentang pencurian kaca spion mobil di Rumah Sakit 
UKI Jl. Letjen Sutoyo dan melihat seseorang dengan gerak-
gerik yang mencurigakan dengan membawa tas jinjing warna 
coklat yang terbuat dari kertas selanjutnya dilakukan 
penggeledahan badan dan di dalam tas tersebut ditemukan 
uang palsi tersebut selanjutnya pelaku yaitu Mohammad Iqbal 
Perkasa diinterogasi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan. 
e. Saksi AGUNG STEVANI 
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di 
Penyidik Polres Metro Jakarta Timur dan Keterangan Saksi di 
Penyidik tersebut adalah benar; 
- Bahwa Keterangan Saksi di penyidik adalah yentang saksi 
ditangkap polisi dalam kasus uang palsu; 
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Februari 
2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Mega Mall Junction Lantai 
III Kota Bekasi; 
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap tidak ditemukan barang 
bukti; 
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- Bahwa sebelumnya saksi membeli uang kertas palsu yang dari  
saksi Aonillah Dimyati pada hari Rabu tanggal 4 Februari 
2014 sekitar pukul 22.00 WIB di Mega Mall Junction Kota 
Bekasi kemudian uang palsu yang saksi beli dari saksi 
Aonillah Dimyati tersebut saksi jual kepada saksi Mohammad 
Iqbal Perkasa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014 
sekitar jam 07.00 WIB di Hotel Sentosa Bekasi; 
- Bahwa saksi membeli uang kertas palsu dari saksi Aonillah 
Dimyati sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar pecahan Rp 
100.000,- seharga Rp 6.500.000,- dan saksi jual kepada 
Mohammad Iqbal Perkasa sebanyak 114 lembar (seratus 
empat belas) lembar seharga Rp 5.000.000,- 
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mohammad Iqbal Perkasa 
sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan kenal dengan saksi 
Aonillah Dimyati sekitar 4 (empat) bulan; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan 
dipersidangan. 
f. Saksi AONILLAH DIMYATI Alias SOBAN Alias HASIM 
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di 
Penyidik Polres Metro Jakarta Timur dan Keterangan Saksi di 
Penyidik tersebut sudah benar; 
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik adalah tentang saksi 
ditangkap karena kasus uang palsu; 
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 
2014 sekitar pukul 18.00 WIB di area parkir Mega Mall 
Junction Bekasi; 
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap ditemukan barang bukti 
berupa 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,-; 
- Bahwa saksi membeli uang kertas palsu tersebut dari 
terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 di 
Karawang Jawa Barat sebanyak 130 lembar (seratus tiga 
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puluh) dengan harga Rp 4.800.000, -. Kemudian pada hari 
Rabu tanggal 5 Februari 2014 saksi jual kepada saksi Agung 
Stevani di Terminal Bus Bekasi seharga Rp 6.500.000,-; 
-  Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan; 
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli uang kertas palsu 
dari terdakwa. 
g. Saksi MOHAMMAD IQBAL PERKASA 
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di 
Penyidik Polres Metro Jakarta Timur dan Keterangan Saksi di 
Penyidik tersebut adalah sudah benar; 
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik adalah tentang saksi 
ditangkap Polisi dalam perkara uang palsu; 
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 
2014 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman parkir Rumah Sakit 
UKI Jl. Letjen Sutoyo Jakarta Timur; 
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap ditemukan barang bukti 
yaitu 114 (seratus empat belas) lembar pecahan Rp 100.000,- 
dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 50.000,- di tas tentengan 
dan di dalam dompet warna coklat yang saksi bawa; 
- Bahwa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- saksi 
dapatkan dari saksi Agung Stevani dan pecahan Rp 50.000,- 
saksi dapatkan dari sdr. Kirno di daerah Bekasi Jawa Barat; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan; 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; 
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan uang kertas 
palsu dari saksi Agung Stevani; 
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h. Ahli RAHADI ARUDJI T.D. 
- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 15 
Desember 1992 sampai sekarang. Tugas saksi selama 
ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang antara lain : 
1) Memberikan sosialisasi ciri-ciri Uang Rupiah; 
2) Menjadi saksi ahli dalam perkara tindak pidana 
memalsukan Uang Rupiah; 
3) Sesuai surat Nomor: 16/100/DHK tanggal 5 Maret 2014 
ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli 
atas permintaan Kepala Kepolisisan Resort Metro Jakarta 
Timur sebagaimana surat nomor : 
B/115/II/2014/Res.JT.tanggal 7 Februari 2014. 
- Bahwa setelah dilihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap 
barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1) Warna terlihat buram; 
2) Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang 
tidak memedar dibawah sinar ultra violet; 
3) Angka nominal dan tulisan bank Indonesia tidak terasa 
kasar apabila diraba; 
4) Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika di lihat 
dari sudut pandang yang berbeda; 
5) Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak 
presis apabila diterawang ke sumber cahaya; 
6) Terdapat irisafe yang tidak dapat berubah warna jika di 
lihat dari sudut pandang yang berbeda; 
7) Tidak terdapat Mikroteks; 
8) Tidak terdapat latent image; 
- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli 
berpendapat bahwa barang bukti yang berupa 115 (seratus 
lima belas) lembar kertas yang menyerupai uang Rupiah 
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nominal Rp 100.000,- tahun emisi 2004 adalah bukan 
merupakan uang asli yan dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
atau merupakan uang tidak asli; 
- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli 
berpendapat bahwa barang bukti yang berupa 4 (empat) 
lembar kertas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp 
50.000,- adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan 
oleh Bank Indonesia atau merupakan uang tidak asli. 
i. Keterangan Terdakwa 
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan 
keterangan di Penyidik Polres Jakarta Timur dan Keterangan 
Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar; 
- Bahwa Keterangan Terdakwa di Penyidik adalah tentang 
terdakwa ditangkap dalam kasus uang palsu; 
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 
Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Kp. 
Kobak Biru Rt.10/05 Ds. Karang Mulya Kec. Teluk Jambe 
Barat Kab. Karawang, Jawa Barat; 
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak diketemukan 
barang bukti; 
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual uang kertas palsu 
kepada saksi Aonillah Dimyati pertama pada bulan Januari 
2014 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 
dirumah saksi Aonillah Dimyati; 
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Aonillah sudah sekitar 
6 (enam) bulan; 
- Bahwa bulan Januari 2014 terdakwa menjual uang kertas 
palsu kepada saksi Aonillah Dimyati sebanyak 100 (seratus) 
lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- dan yang 
kedua sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar uang kertas 
palsu pecahan Rp 100.000,-; 
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- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. 
Endang dengan cara membeli; 
- Bahwa terdakwa menjuali uang kertas palsu tersebut kepada 
saksi Aonillah Dimyati yang pertama sebanyak 100 lembar 
uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,-  dengan harga Rp 
4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang 
kedua sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar uang kertas 
palsu pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 5.000.000,- 
(lima juta rupiah) 
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp 
100.000,- yang terdakwa beli dari sdr. Endang kemudian 
terdakwa jual kepada saksi Aonillah Dimyati adalah uang 
palsu; 
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan; 
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual uang kertas palsu 
pecahan Rp 100.000,- adalah untuk mencari keuntungan 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; 
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa baru mengetahui 
ternyata uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,-  yang dijual 
kepada saksi Aonillah Dimyati dijual kembali kembali 
Mohammad Iqbal Perkasa; 
- Bahwa terdakwa pertama mendapat keuntungan Rp 200.000,- 
dan yang kedua mendapat 20 (dua puluh) lembar uang kertas 
palsu pecahan Rp 100.000,- uang keuntungan tersebut sudah 
habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan seshari-hari; 
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali 
perbuatannya; 
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara uang palsu 
juga; 
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa merugikan 
orang lain; 
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- Bahwa terdakwa kurang mengetahui perbuatan terdakwa 
merusak sistim perekonomian. 
 
5. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 
2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa supaya Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan megadili 
perkara ini memutus : 
a. Menyatakan terdakwa KARSIM Bin ALEH bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 
245 dalam Dakwaan Tunggal; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARSIM Bin ALEH 
dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) 
BULAN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 
c. Menyaakan barang bukti berupa : 
- 114 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- 
- 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,- 
- 1 buah tas jinjing warna coklat yang terbuat dari kertas 
- 1 buah dompet kulit warna coklat 
- 1 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- 
- Dirampas untuk dimusnahkan 
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) 
 
6. Pertimbangan Hakim 
Fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan Keterangan 
Saksi, Keterangan Terdakwa, serta pendapat ahli yang dihubungkan 
dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : 
1) Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 
2014 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saya di Kp. Kobak Biru 
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Rt.010/05 Desa Karang Mulya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. 
Karawang, Jawa Barat. 
2) Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya saksi 
Mohammad Iqbal Perkasa pada hari Kamis, 6 Februari 2014 sekitar 
pukul 17.00 WIB di halaman parkir Rumah Sakit UKI Jl. Letjen 
Sutoyo Jakarta Timur. 
3) Bahwa pada waktu saksi Mohammad Iqbal Perkasa ditangkap 
ditemukan barang bukti yaitu 114 (seratus empat belas) lembar 
pecahan Rp 100.000,-  dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 50.000,- 
di tas tentengan dan di dalam dompet warna coklat yang saksi 
Mohammad Iqbal Perkasa bawa. 
4) Bahwa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- saksi Mohammad 
Iqbal Perkasa dapatkan dari saksi Agung Stevani dan pecahan Rp 
50.000,- itu saksi Mohammad Iqbal Perkasa dapatkan dari Sdr. 
Kirno di daerah Bekasi Jawa Barat. 
5) Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual uang kertas palsu 
kepada Sdr. Aonillah Dimyati Als. Sobana pertama bulan Januari 
2014 dan kedua pada hari Senin tanggal 3 Februar palsu kepada 
Sdr. Aonillah Dimyati Als. Sobana pertama bulan Januari 2014 dan 
kedua pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 di rumah Sdr. 
Aonillah Dimyati Als. Sobana. 
6) Bahwa terdakwa mengenal saksi Aonillah Dimyati Als. Sobana 
sudah sekitar 6 (enam) bulan. 
7) Bahwa bukan Januari 2014 terdakwa menjual uang kertas palsu 
kepada saksi Aonillah Dimyati sebanyak 100 (seratus) lembar uang 
kertas palsu pecahan Rp 100.000,- dan yang kedua sebanyak 130 
(seratus tiga puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- 
. 
8) Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas palsu pecahan Rp 
100.000,- itu dari Sdr. Endang dengan cara membeli. 
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9) Bahwa terdakwa membeli uang kertas palsu dari Sdr. Endang 
pecahan Rp 100.000,- kepada saksi Aonillah Dimyati Als. Sobana 
yang pertama sebanyak 100 (seratus) lembar uang kertas palsu 
pecahan Rp 100.000,- itu saya beli dengan harga Rp 4.800.000,- 
(empat juta delapan ratus rupiah) dan yang kedua sebanyak 130 
(seratus tiga puluh) lembar saya beli seharga Rp 5.000.000,- (lima 
juta rupiah). 
10) Bahwa terdakwa menjual uang kertas palsu 100 (seratus) lembar 
uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- saya jual Rp 4.800.000,- 
(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 130 (seratus tiga puluh 
lembar) saya jual Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) 
11) Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp 
100.000,- yang terdakwa beli dari Sdr. Endang kemudian terdakwa 
jual kepada saksi Aonillah Dimyati Als. Sobana adalah uang palsu. 
12) Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan. 
13) Bahwa terdakwa membeli dan menjual uang kertas palsu pecahan 
Rp 100.000,- adalah untuk mencari keuntungan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
14) Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa baru mengetahui 
ternyata uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- yang dijual 
terdakwa kepada saksi Aonillah Dimyati Als. Sobana dijual 
kembali kepada saksi Mohammad Iqbal Perkasa. 
15) Bahwa terdakwa pertama mendapat keuntungan Rp 200.000,- dan 
yang kedua mendapat keuntungan 20 (dua puluh) lembar uang 
kertas palsu pecahan Rp 100.000,- . Uang keuntungan itu sudah 
habis saya pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
16) Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. 
17) Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara uang palsu juga. 
18) Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa merugikan orang 
lain. 
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19) Bahwa terdakwa kurang mengetahui perbuatan terdakwa merusak 
sistem perekonomian. 
20) Bahwa berdasarkan pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah 
Bank Indonesia No.16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 
Februari 2014 setelah dilakukan penelitian dengan dibantu alat 
sinar Ultra Violet dan kaca pembesar, uang kertas sebanyak 114  
lembar pecahan Rp 100.000,- dan 4 lembar pecahan Rp 50.000,- 
setelah dilakukan penelitian dengan hasil kesimpulan sebagai 
berikut dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang tersebut 
dapat disimpulkan uang tersebut Tidak Asli. 
Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana apabila perbuatan 
yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang dijadikan 
dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya; 
Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan 
karena telah didakwa melanggar pasal 245 KUHP; 
Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan tersebut ternyata 
terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar 
pasal 245 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
- Barang siapa 
- Dengan sengaja 
- Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan 
oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas 
asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya 
sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli 
atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau 
memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang 
demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu; 
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Uraian pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan 
mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu- persatu : 
Ad.1. Unsur : barang siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah 
seseorang/ badan hukum sebagai subyek hukum pendukukng hak dan 
kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan apa yang 
dilakukan; 
Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang 
bernama KARSIM Bin ALEH yang sehat jasmani dan rohani dan atas 
pertanyaan Majelis Hakim menjawab identitasnya sama dengan 
identitas yang ada dalam Surat Dakwaan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. 
Ad.2. Unsur : dengan sengaja 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 
perbuatan itu diketahui dan dikehendaki dan perbuatan itu dilarang; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan, yang didasarkan atas Keterangan Saksi-saksi dan 
Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di 
persidangan, terbukti bahwa terdakwa telah membeli uang kertas 
palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Endang dan 
terdakwa kemudian menjualnya kembali uang kertas palsu pecahan 
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu kepada saksi Aonillah Dimyati 
dan saksi Aonillah Dimyati menjual uang kertas palsu pecahan Rp 
100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Agung Stevani dan saksi 
Agung Stevani menjualnya ,emjual kepada saksi Mohammad Iqbal 
Perkasa; 
56 
 
 
Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang kertas 
palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa beli 
dari sdr. Endang dan selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Aonillah 
Dimyati adalah uang palsu; 
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual 
uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah 
untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis 
berpendapat unsur ini telah terpenuhi. 
Ad.3. Unsur : mengedarkan mata uang atau uang kertas yang 
dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang 
kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya  
sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau 
dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke 
Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan 
maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 
sebagai uang asli dan tidak dipalsu.   
Menimbang, bahwa melihat rumusannya unsur ini bersifat 
alternatif dimana apabila salah satu unsur-unsur ini telah terpenuhi 
maka unsur ini telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan, yang didasarkan atas Keterangan Saksi-saksi dan 
Keterangan Terdakwa, terbukti bahwa terdakwa telah membeli uang 
kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. 
Endang; 
Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014 
pukul 10.00 WIB terdakwa Karsim Bin Aleh datang ke rumah saksi 
Aonillah Dimyati di Jl. Jatirasa Timur Rt. 02/10 Kel. Karang Pawitan 
Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Jawa Barat, menyerahkan uang 
palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,-; 
57 
 
 
Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 4 Februari 
2014 saksi Agung Stevani membeli uang palsu kepada saksi Aonillah 
Dimyati di Mega Mall Junction Bekasi sebanyak 130 lembar pecahan 
Rp 100.000,-  dengan harga Rp 6.500.000,-; 
Menimbang, bahwa kemudian saksi Mohammad Iqbal Perkasa 
menghubungi saksi Agung Stevani melalui HP menanyakan apakah 
ada barang bagus dan selanjutnya saksi Aonillah Dimyati mencari 
contoh/sample dan saksi Agung Stevani menghubungi saksi Aonillah 
Dimyati dan ternyata ada barangnya lalu saksi Agung Stevani 
menyempaikan kepada saksi Mohammad Iqbal Perkasa dan pesan 
akan membeli Rp 5.000.000,- akan mendapat uang palsu sebanyak 
115 lembar pecahan Rp 100.000,- 
Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 
pukul 22.00 WIB saksi Aonillah Dimyati menemui saksi Agung 
Stevani di Mega Mall Junction Bekasi untuk menyerahkan uang palsu 
kepada Agung Stevani sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- 
dan uang palsu tersebut saksi Agung Stevani simpan di Hotel Sentosa; 
Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 6 Februari 2014 pukul 
07.00 WIB saksi Mohammad Iqbal Perkasa menemui saksi Agung 
Stevani di Mega Mall Junction Bekasi kemudian saksi Agung Stevani 
bersama dengan saksi Mohammad Iqbal Perkasa pergi ke ATM BCA 
untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening istri saksi 
Aonillah Dimyati, selanjutnya saksi Agung Stevani mengajak saksi 
Mohammad Iqbal Perkasa ke Hotel Sentosa untuk mengambil 
pembelian uang palsu sebanyak 115 lembar dan akhirnya saksi 
Mohammad Iqbal Perkasa ditangkap Polisi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pusat Analisa dan Informasi 
uang Rupiah Bank Indonesia No.16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 
28 Februari 2014 setalah dilakukan penelitian dengan dibantu alat 
sinar ultra violet dan kaca pembesar, uang kertas sebanyak 114 lembar 
pecahan Rp 100.000,- dan 4 lembar pecahan Rp 50.000,- setelah 
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dilakukan penelitian dengan hasil kesimpulan sebagai berikut dari 
hasil pemeriksaan laboraturium terhadap uang tersebut dapat 
disimpulkan uang tersebut tidak asli; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis 
berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah 
dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja mengedarkan uang kertas 
palsu” sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya 
terdakwa haruslah dijatuhi hukuman; 
Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pada diri 
terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar/pemaaf sebagai 
alasan penghapusan pidana, maka karena itu terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada 
terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan : 
Hal-hal yang memberatkan :  
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, 
- Perbuatan terdakwa bisa merusak perekonomian, 
- Terdakwa sudah pernah dihukum. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa merasa bersalah, 
- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan mengakui 
terus terang akan perbuatannya dan memperlihatkan 
penyesalannya; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dihukum, maka ia terdakwa juga dihukum untuk membayar ongkos 
perkara; 
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Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 114 lembar 
uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- dan 4 lembar uang kertas 
palsu pecahan Rp 50.000,-, 1 buah tas jinjing warna coklat terbuat dari 
kertas, 1 buah dompet kulit warna coklat, 1 lembar uang kertas palsu 
pecahan Rp 100.000,-. Majelis menetapkan seluruhnya dirampas 
untuk dimusnahkan; 
Memperhatikan pasal 245 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan 
perkara ini. 
 
7. Putusan 
Hakim telah menjatuhkan Putusanterhadap terdakwa Karsim 
Bin Aleh pelaku tindak pidana mengedarkan uang kertas palsu sebagai 
berikut : 
1. Menyatakan terdakwa : KARSIM BIN ALEH telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan 
sengaja mengedarkan uang kertas palsu”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa teteap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa 114 lembar uang kertas palsu 
pecahan Rp 100.000,- dan 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 
50.000,-, 1 buah tas jinjing warna coklat terbuat dari kertas, 1 
buah dompet kulit warna coklat, 1 lembar uang kertas palsu 
pecahan Rp 100.000,-. seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; 
6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 
3.000,- (tiga ribu rupiah). 
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B. Pembahasan 
1. Kesesuaian Penggunaan Keterangan Ahli sebagai Sarana Pembuktian 
Tindak Pidana Mengedarkan Uang  Palsu dengan Syarat- Syarat 
Guna Dijadikan Sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut Ketentuan 
KUHAP 
Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk 
mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan 
dengan suatu perkara dengan tujuan agar dapat dipakai oleh Hakim 
sebagai bahan untuk memberikan Putusanuntuk perkara tersebut. 
Hukum acara pidana mempunyai tugas, salah satunya adalah 
mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Tugas 
tersebut bukanlah tugas yang mudah bagi penyidik, Penuntut Umum, dan 
Hakim karena mereka tidak menyaksikan sendiri tindak pidana dilakukan 
dan oleh siapa pelakunya. Dengan demikian Hakim, Hakim di dalam 
memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa 
berusaha membuktikan (Andi Sofyan & Abd.Asis, 2014: 232) : 
a. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi 
b. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan tindak pidana  
c. Apakah sebab-sebabnya perostiwa itu terjadi 
d. Siapa orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu. 
Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam 
menjatuhkan PutusanHakim kepada terdakwa tentang bersalah atau 
tidaknya sebagaiman telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan kata 
lain untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam suatu perkara yang 
sedang terjadi. 
Alat bukti yang sah telah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 
Di luar alat bukti yang disebutkan dalam pasal tersebut, tidak dibenarkan 
penggunaanya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis Hakim, 
Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukum hanya terikat dan 
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terbatas diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang disebutkan pada 
pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : 
a. Keterangan Saksi, 
b. Keterangan Ahli, 
c. Surat, 
d. Petunjuk, dan 
e. Keterangan Terdakwa 
Keterangan Ahli yang disebutkan dalam pasal tersebut terletak pada 
urutan kedua sebagai alat bukti yang sah setelah Keterangan Saksi. Dilihat 
dari urutannya, Keterangan Ahli merupakan alat bukti penting dalam suatu 
perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan Ahli 
adalah keterangan yang diberikan oleh sesorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 
pidana guna kepentingan pemeriksaan dan menurut Pasal 186 KUHAP 
Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan. 
Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang 
telah dipelajarinya, tentang sesuatu yang dimintai pertimbangannya. 
Pembahasan tentang Keterangan Ahli adalah suatu gambaran 
pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu 
tindak pidana tertentu berdasarkan keahlian dan kemampuan dibidangnya. 
Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik, 
Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak 
pidana tanpa Keterangan Ahli. 
Keterangan Ahli dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, 
Keterangan Ahli secara lisan di muka sidang dan Keterangan Ahli secara 
tertulis di luar sidang. “Keterangan Ahli secara tertulis dituangkan dalam 
suatu surat yang menjadi alat bukti surat, biasanya disebut dengan visum et 
repertum (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan 
penyidik” (Andi Sofyan & Abd.Asis, 2014: 247). Pasal 187 huruf c 
KUHAP menyebutkan bahwa, surat keterangan dari seorang ahli yang 
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memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.  
Tindak Pidana mengedarkan uang palsu di Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur dengan terdakwa Karsim Bin Aleh, Penuntut Umum 
menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dengan 1 Keterangan Saksi yang 
dibacakan karena tidak hadir di persidangan dan 1 ahli yaitu Rahadi Arudji 
T.D yang memberikan keterangan di depan persidangan.  Penuntut Umum 
juga mempunyai alat bukti Keterangan Ahli berupa surat atau tulisan yang 
merupakan hasil penelitian dari pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah 
Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tertanggal 28 Februari 
2014 yang menyatakan uang kertas sebanyak 114 lembar pecahan Rp 
100.000,- dan 4 lembar pecahan Rp 50.000,- setelah dilakukan penelitian 
dengan hasil kesimpulan uang tersebut Tidak Asli. Dengan demikian 
berarti surat hasil penelitian tersebut memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal dalam hal ini mengenai keaslian uang 
yang berarti sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP. Dalam pasal 186 
KUHAP dinyatakan bahwa Keterangan Ahli adalah apa yang seorang ahli 
nyatakan dalam persidangan. Ketentuan mengenai tata cara yang ahli 
sampaikan di persidangan adalah sebagai berikut : 
a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang atau 
Penuntut Umum, penasihat hukum atau terdakwa dapat meminta 
pemeriksaan Keterangan Ahli di persidangan; 
b. Keterangan Ahli yang dimaksud adalah Keterangan Ahli berbentuk 
”lisan” dan “secara langsung” diberikan dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan; 
c. Bentuk keterangan lisan tersebut dicatat di “berita acara” pemeriksaan 
sidang pengadilan oleh Panitera; 
d. Ahli dalam memberikan keterangan harus lebih dahulu “mengucap 
sumpah atau janji” menurut keahliannya. Jadi Keterangan Ahli yang 
diberikan di persidangan tidak berdasarkan sumpah atau janji pada 
waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, namun harus mengucapkan 
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sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum memberikan 
keterangan. 
e. Apabila telah dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan seperti 
demikan, bentuk Keterangan Ahli menjadi “alat bukti yang sah” 
menurut undang-undang, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.  
Untuk menjawab isu hukum mengenai Kesesuaian Penggunaan 
Keterangan Ahli sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Mengedarkan 
Uang Palsu dengan Ketentuan dalam KUHAP maka penulis akan 
menguraikan pasal-pasal mengenai Keterangan Ahli sebagai alat bukti 
dalam pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan kehadiran ahli untuk 
dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara mengedarkan uang palsu 
sebagai berikut : 
a. Pasal 1 angka 28 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 186 KUHAP  
Bunyi dari pasal ini ialah “ Keterangan Ahli adalah keterangan 
yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang 
hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 
kepentingan pemeriksaan”. Keahlian khusus yang disebutkan dalam 
pasal tersebut berguna untuk membuat terang suatu perkara pidana, 
apabila dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP 
maka agar Keterangan Ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah 
keterangan yang diberikan harus diberikan oleh seorang yang 
memiliki keahlian khusus. 
Dikaitkan dengan perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu 
yang penulis teliti, RAHADI ARUDJI T.D yang menjadi ahli dan 
memberikan keterangan dan pendapat ini merupakan seorang yang 
bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 15 Desember 1992 sampai 
dengan sekarang. Ahli ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang 
yang bertugas memberikan sosialisasi ciri-ciri Uang Rupiah dan 
menjadi saksi ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan Uang 
Rupiah. Berdasarkan hal tersebut maka Keterangan Ahli RAHADI 
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ARUDJI T.D sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 
KUHAP. 
b. Pasal 120 KUHAP 
Bunyi dari pasal ini yaitu ayat (1) “dalam hal penyidik 
menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang 
yang memiliki keahlian khusus”. Keahlian khusus yang dimaksud 
dalam pasal ini sudah dijelaskan di atas dalam uraian Pasal 1 angka 28 
KUHAP.  
Ayat (2) berbunyi, “ahli tersebut mengangkat sumpah atau 
mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi 
keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila 
disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya 
yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk 
memberikan keterangan yang diminta”.   
Dikaitkan dengan Keterangan Ahli dalam perkara yang penulis 
teliti keterangan menurut pengetahuannya yang disebutkan dalam ayat 
ini berarti ahli RAHADI ARUDJI T.D yang memberikan keterangan 
menurut pengetahuannya di persidangan karena ahli memiliki 
keahlian secara khusus dibidang perbankan dalam hal memberikan 
keterangan terkait dengan ciri-ciri uang rupiah palsu atau keaslian 
uang rupiah. Berdasarkan hal tersebut maka Keterangan Ahli tidak 
bertentangan dengan Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP.  
c. Pasal  179 KUHAP 
Pasal ini apabila ditinjau mengenai alat bukti dan pembuktian maka 
mempertegas mengenai Keterangan Ahli dan terdapat dua kelompok 
ahli. Ahli kedokteran keHakiman adalah yang sehubungan dengan 
pemeriksaan korban luka, keracunan ataupun mati dan ahli lainnya 
adalah ahli umum yaitu orang yang memiliki kehalian khusus pada 
suatu bidang tertentu.  
Pada Pasal 179 ayat (2) berbunyi semua ketentuan tersebut di atas 
untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan Keterangan 
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Ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau 
janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang 
sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. 
Dalam ayat tersebut terdapat kalimat akan memberikan keterangan 
yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan 
dalam bidang keahliannya, berarti seseorang dapat menjadi seorang 
ahli atau memberikan keterangan sebagai ahli apabila dia memiliki 
pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan dan pendidikan secara 
khusus dalam suatu bidang tertentu. RAHADI ARUDJI T.D sebagai 
ahli dalam perkara yang penulis teliti ini memiliki pengetahuan 
khusus tentang keaslian uang rupiah karena dalam pekerjaannya ia 
memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri uang rupiah. Selain itu ia juga 
mempunyai pengalaman pekerjaan dalam hal uang rupiah sejak 
tanggal 15 Desember 1992 sehingga keterangan yang ia berikat dapat 
digunakan sebagai alat bukti.  
Semua uraian persesuaian di atas dikaitkan lagi dengan alat bukti 
yang sah menurut KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 huruf b 
KUHAP yaitu Keterangan Ahli. Penuntut Umum dalam mengajukan 
Keterangan Ahli sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam 
Pasal 1 angka 28, Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 179 ayat 
(1) dan ayat (2) KUHAP. Artinya Keterangan Ahli yang diajukan 
Penuntut Umum juga memenuhi ketentuan alat bukti yang sah yang 
disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Berdasarkan 
uraian di atas maka penggunaan Keterangan Ahli sebagai sarana 
pembuktian terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu dengan 
syarat- syarat guna dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut 
ketentuan KUHAP sudah sesuai dan terpenuhi. 
   
2. Pertimbangan Hakim Atas Keterangan Ahli dalam Menjatuhkan 
PutusanTindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu 
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Hakim berperan penting dalam suatu persidangan, karena dari 
Hakimlah suatu kePutusanhukum diambil dalam suatu perkara dengan cara 
mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Melalui bukti-bukti tersebut 
digunakan untuk bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa  
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP Putusanpengadilan adalah 
pernyataan Hakim dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan 
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari rumusan Pasal tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dinyatakan Hakim dalam 
penjatuhan Putusandalam persidangan di pengadilan adalah menjadi suatu 
Putusanpengadilan. Putusantersebut harus dibacakan oleh Hakim pada 
sidang terbuka untuk umum dan harus ditanda tangani oleh ketua Hakim, 
Hakim anggota, dan panitera pengganti yang ikut dalam persidangan. 
Hakim dalam mengambil kePutusanterdapat aturan yang terdapat pada 
Pasal 183 KUHAP yaitu, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyainan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Keyakinan Hakim 
sangat berpengaruh dalam menentukan penjatuhan Putusandalam 
persidangan suatu tindak pidana serta harus tetdapat minimal dua alat bukti 
yang sah dalam menjatuhkan Putusan. Negara kita menganut sistem atau 
teori pembuktian negatif menurut undang-undang, berarti tidak seorang 
pun dapat dipidana kecuali jika dari alat-alat bukti yang sah Hakim tidak 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah 
terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut.  
Kasus perkara uang palsu dengan terdakwa Karsim Bin Aleh, Hakim 
menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja 
mengedarkan uang kertas palsu”. Melihat fakta-fakta yang terdapat di 
persidangan serta alat bukti yang sah, Hakim berkeyakinan bahwa 
terdakwa Karsim Bin Aleh telah melakukan tindak pidana mengedarkan 
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uang palsu. Mengenai alat bukti, sistem pembuktian yang dianut KUHAP, 
penilaian kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan ke 
pengadilan oleh Penuntut Umum, sepenuhnya diserahkan kepada Hakim. 
Maka dari itu Hakim wajib berpikir logis  untuk menghubungkan fakta-
fakta yang di dapat di persidangan dengan alat alat bukti yang ada 
sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan. 
Hakim harus memperoleh keyakinannya melalui alat bukti yang sah 
dan adanya barang bukti yang terdapat di persidangan. Dalam perkara ini 
Penuntut Umum menghadirkan ahli Rahadi Arudji T.D. yang bekerja di 
Bank Indonesia di bagian Departemen Pengelolaan Uang untuk 
memberikan keterangan mengenai uang palsu. Pada prinsipnya alat bukti 
Keterangan Ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat 
dan menentukan. Sama halnya dengan alat bukti Keterangan Saksi, 
Keterangan Ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang “bebas” atau “vrij 
bewijskracht”.  
Keterangan Ahli biasanya tidak menyangkut pokok perkara yang 
diperiksa, namun untuk menemukan kejelasan yang kurang terang 
terhadap suatu hal atau keadaan. Dalam hal ini keterangan yang diberikan 
oleh ahli Rahadi Arudji T.D. mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. 
Sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan serta keahlian khusus, 
maka dapat didengar keterangannya mengenai keaslian uang rupiah. 
Keterangan Ahli ini untuk memperkuat hasil pemeriksaan pusat Analisa 
dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No.16/5/DPU/GKPU/Div-
3/Lab tanggal 28 Februari 2014 yang dijadikan pertimbangan oleh majelis 
Hakim. Dengan Keterangan Ahli saja tidak cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa.  
Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut 
Fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan Keterangan Saksi, 
Keterangan Terdakwa, serta pendapat ahli yang dihubungkan dengan 
barang bukti ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : 
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a. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 
sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saya di Kp. Kobak Biru Rt.010/05 
Desa Karang Mulya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang, Jawa 
Barat. 
b. Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya saksi 
Mohammad Iqbal Perkasa pada hari Kamis, 6 Februari 2014 sekitar 
pukul 17.00 WIB di halaman parkir Rumah Sakit UKI Jl. Letjen 
Sutoyo Jakarta Timur. 
c. Bahwa pada waktu saksi Mohammad Iqbal Perkasa ditangkap 
ditemukan barang bukti yaitu 114 (seratus empat belas) lembar 
pecahan Rp 100.000,-  dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 50.000,- di 
tas tentengan dan di dalam dompet warna coklat yang saksi 
Mohammad Iqbal Perkasa bawa. 
d. Bahwa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- saksi Mohammad 
Iqbal Perkasa dapatkan dari saksi Agung Stevani dan pecahan Rp 
50.000,- itu saksi Mohammad Iqbal Perkasa dapatkan dari Sdr. Kirno 
di daerah Bekasi Jawa Barat. 
e. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual uang kertas palsu kepada 
Sdr. Aonillah Dimyati Als. Sobana pertama bulan Januari 2014 dan 
kedua pada hari Senin tanggal 3 Februar palsu kepada Sdr. Aonillah 
Dimyati Als. Sobana pertama bulan Januari 2014 dan kedua pada hari 
Senin tanggal 3 Februari 2014 di rumah Sdr. Aonillah Dimyati Als. 
Sobana. 
f. Bahwa terdakwa mengenal saksi Aonillah Dimyati Als. Sobana sudah 
sekitar 6 (enam) bulan. 
g. Bahwa bukan Januari 2014 terdakwa menjual uang kertas palsu 
kepada saksi Aonillah Dimyati sebanyak 100 (seratus) lembar uang 
kertas palsu pecahan Rp 100.000,- dan yang kedua sebanyak 130 
(seratus tiga puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- . 
h. Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas palsu pecahan Rp 
100.000,- itu dari Sdr. Endang dengan cara membeli. 
69 
 
 
i. Bahwa terdakwa membeli uang kertas palsu dari Sdr. Endang pecahan 
Rp 100.000,- kepada saksi Aonillah Dimyati Als. Sobana yang 
pertama sebanyak 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 
100.000,- itu saya beli dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta 
delapan ratus rupiah) dan yang kedua sebanyak 130 (seratus tiga 
puluh) lembar saya beli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 
j. Bahwa terdakwa menjual uang kertas palsu 100 (seratus) lembar uang 
kertas palsu pecahan Rp 100.000,- saya jual Rp 4.800.000,- (empat 
juta delapan ratus ribu rupiah) dan 130 (seratus tiga puluh lembar) 
saya jual Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) 
k. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp 100.000,- 
yang terdakwa beli dari Sdr. Endang kemudian terdakwa jual kepada 
saksi Aonillah Dimyati Als. Sobana adalah uang palsu. 
l. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan. 
m. Bahwa terdakwa membeli dan menjual uang kertas palsu pecahan Rp 
100.000,- adalah untuk mencari keuntungan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
n. Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa baru mengetahui ternyata 
uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- yang dijual terdakwa kepada 
saksi Aonillah Dimyati Als. Sobana dijual kembali kepada saksi 
Mohammad Iqbal Perkasa. 
o. Bahwa terdakwa pertama mendapat keuntungan Rp 200.000,- dan 
yang kedua mendapat keuntungan 20 (dua puluh) lembar uang kertas 
palsu pecahan Rp 100.000,- . Uang keuntungan itu sudah habis saya 
pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
p. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. 
q. Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara uang palsu juga. 
r. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa merugikan orang 
lain. 
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s. Bahwa terdakwa kurang mengetahui perbuatan terdakwa merusak 
sistem perekonomian. 
t. Bahwa berdasarkan pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank 
Indonesia No.16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014 
setelah dilakukan penelitian dengan dibantu alat sinar Ultra Violet dan 
kaca pembesar, uang kertas sebanyak 114  lembar pecahan Rp 
100.000,- dan 4 lembar pecahan Rp 50.000,- setelah dilakukan 
penelitian dengan hasil kesimpulan sebagai berikut dari hasil 
pemeriksaan laboratories terhadap uang tersebut dapat disimpulkan 
uang tersebut Tidak Asli. 
Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP apabila dihubungkan dengan 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu : 
a. Penjumlahan dari minimal satu Keterangan Saksi dan satu Keterangan 
Ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan bahwa 
penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus bersesuaian, saling 
menguatkan dan tidak bertentangan satu sama lain. 
b. Bisa juga dengan penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan 
dua orang saksi yang kesaksiannya saling berkesusaian dan saling 
menguatkan, atau  keterangan antara seorang saksi dan seorang 
terdakwa asal terdapat persesuaian yang jelas menurut keyakinan 
Hakim.  
Dikaitkan dengan perkara ini Kesalahan terdakwa Karsim Bin Aleh 
dalam pertimbangan Hakim yang berada dalam PutusanPengadilan Negeri 
Nomor. 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM dibuktikan dengan : 
a. Keterangan Saksi yaitu saksi Sadiono, saksi Prio Ananto, saksi 
Hendro Pranowo, saksi Heri Wiyaji, saksi Agung Stevani, saksi 
Aonillah Dimyati, dan saksi Mohammad Iqbal Perkasa. Meskipun 
saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan empat saksi 
verbalisan atau saksi penyidik yaitu saksi Sadiono, saksi Prio Ananto, 
saksi Hendro Pranowo, dan saksi Heri Wiyaji dan tiga saksi mahkota 
yaitu saksi Agung Stevani, saksi Aonillah Dimyati dan saksi 
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Mohammad Iqbal Perkasa namun menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP 
“Dalam hal mereka sebagaimana dalam Pasal 168 menghendakinya 
dan Penuntut Umum serta tegas menyutujinya dapat memberi 
keterangan di bawah sumpah”. Jadi, dari ketentuan tersebut pada 
dasarnya tidak ada larangan bagi penyidik dan para terdakwa dalam 
berkas yang terpisah. “kedudukan saksi mahkota sebenarnya sangat 
penting dan penerapannya hanya boleh dilakukan pada saat suatu 
tindak pidana tersebut dilakukan secara penyertaan dan pada saat 
proses penyidikan, penyidik mengalami kekurangan alat bukti, 
terutama alat bukti saksi”. (Amrullah, 2014: 94)  
b. Alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi 
uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 
28 Februari 2014 dimana alat bukti surat ini juga merupakan 
Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis. 
c. Surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah 
Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab. 
d. Keterangan Terdakwa Karsim Bin Aleh. 
Artinya alat bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam 
menjatuhkan Putusanmempertimbangkan lebih dari dua alat bukti 
yang sah dan apabila Hakim merasa yakin terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka 
dijatuhkanlah hukuman pidana, yang dimana alat bukti yang sah 
tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berarti sesuai 
dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.  
Alat bukti Keterangan Ahli tidak mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian yang mengikat dan menentukan. Namun tergantung 
Hakim yang memutus penilaian tentang alat bukti Keterangan Ahli 
tersebut. Di dalam alat bukti Keterangan Ahli tidak ada melekat nilai 
kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak ada keharusan bagi Hakim 
untuk menerima Keterangan Ahli tersebut.  
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Hakim dalam memutus dan menggunakan wewenang kebebasan 
dalam melakukan penilaian pembuktian harus bertanggung jawab 
demi terwujudnya kebenaran. Pertimbangan yuridis Hakim dalam 
menjatuhkan Putusanadalah pembuktian unsur-unsur tindak pidana 
yang dirasa Hakim dapat menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa 
tersebut memenuhi atau tidak terhadap dakwaan yang didakwakan 
oleh Penuntut Umum, sehingga terjadi relevansi antara pertimbangan 
dengan amar PutusanHakim. Amar Putusansebagai berikut 
Memperhatikan pasal 245 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara 
ini. 
Hakim telah menjatuhkan Putusanterhadap terdakwa Karsim 
Bin Aleh pelaku tindak pidana mengedarkan uang kertas palsu sebagai 
berikut : 
1. Menyatakan terdakwa : KARSIM BIN ALEH telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan 
sengaja mengedarkan uang kertas palsu”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa teteap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa 114 lembar uang kertas palsu 
pecahan Rp 100.000,- dan 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 
50.000,-, 1 buah tas jinjing warna coklat terbuat dari kertas, 1 
buah dompet kulit warna coklat, 1 lembar uang kertas palsu 
pecahan Rp 100.000,-. seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; 
Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 
3.000,- (tiga ribu rupiah).  
Dalam hal ini Keterangan Ahli Rahadi Arudji T.D tidak 
dipertimbangan Hakim, tetapi Hakim mempertimbangkan alat bukti 
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berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang 
Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab. Hakim 
bebas dalam menilai alat bukti yang diajukan apabila menurutnya 
benar maka akan dipertimbangkan apabila tidak benar maka tidak 
akan dipertimbangkan. Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, serta 
alat bukti surat  berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan 
Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-
3/Lab tanggal 28 Februari 2014 telah dijadikan pertimbangan oleh 
Hakim dalam hal ini adalah pertimbangan yuridis. Sedangkan 
pertimbangan non yuridis adalah dari diri pelaku yaitu adalah bahwa 
perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa bisa 
merusak perekonomian, Terdakwa sudah pernah dihukum Terdakwa 
merasa bersalah, Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan 
mengakui terus terang akan perbuatannya dan memperlihatkan 
penyesalannya.  Berdasarkan alat bukti yang sah serta dihubungkan 
dengan fakta persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa unsur tindak 
pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh 
terdakwa. Dalam hal ini terdakwa Karsim Bin Aleh telah bersalah 
melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang kertas 
palsu.  
Berdasarkan uraian di atas maka Hakim tidak mempertimbangkan 
Keterangan Ahli dalam menjatuhkan Putusan tindak pidana 
mengedarkan uang palsu dalam Putusan Nomor 
381/Pid.B/2014/PN.JKT.TIM.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
1. Penggunaan Keterangan Ahli sebagai sarana pembuktian terhadap tindak 
pidana mengedarkan uang palsu dengan syarat- syarat guna dijadikan 
sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan KUHAP sudah sesuai dan 
terpenuhi. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan Ahli adalah 
keterangan yang diberikan oleh sesorang yang memiliki “keahlian khusus” 
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Pasal 120 ayat (2) KUHAP ahli 
tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik 
bahwa ia akan memberi keterangan “menurut pengetahuannya” yang 
sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, 
pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat 
menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Dan menurut Pasal 
179 KUHAP, Pasal ini apabila ditinjau mengenai alat bukti dan pembuktian 
maka mempertegas mengenai Keterangan Ahli dan terdapat dua kelompok 
ahli. Ahli kedokteran keHakiman adalah yang sehubungan dengan 
pemeriksaan korban luka, keracunan ataupun mati dan ahli lainnya adalah 
ahli umum yaitu orang yang memiliki kehalian khusus pada suatu bidang 
tertentu. Pada Pasal 179 ayat (2) berbunyi semua ketentuan tersebut di atas 
untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan Keterangan Ahli, 
dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan 
memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya 
menurut pengetahuan dalam “bidang keahliannya”. Berdasarkan syarat 
tersebut maka ahli Rahadi Arudji dapat memberikan keterangan dalam 
persidangan sebagai ahli dan menurut Pasal 187 huruf c meskipun 
Keterangan Ahli tidak diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat berupa 
hasil penelitian laboraturium tersebut dapat memberikan fakta yang dapat 
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dijadikan alat bukti di persidangan. untuk memperkuat alat bukti surat hasil 
penelitian dari pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia 
No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tertanggal 28 Februari 2014. Semua 
uraian persesuaian di atas dikaitkan lagi dengan alat bukti yang sah 
menurut KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP yaitu 
Keterangan Ahli. Penuntut Umum dalam mengajukan Keterangan Ahli 
sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 
120 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. 
Artinya Keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum juga memenuhi 
ketentuan alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) 
huruf b KUHAP 
2. Keterangan Ahli Rahadi Arudji T.D dipertimbangkan Hakim, tetapi Hakim 
mempertimbangkan alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa 
dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-
3/Lab. Selain itu Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, serta alat bukti 
surat  berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang 
Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 
Februari 2014 telah dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Bahwa 
berdasarkan alat bukti yang sah serta dihubungkan dengan fakta 
persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa unsur tindak pidana yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa. Dalam hal 
ini terdakwa Karsim Bin Aleh telah bersalah melakukan tindak pidana 
dengan sengaja mengedarkan uang kertas palsu. dalam perkara ini Hakim 
menjadikan Keterangan Ahli sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur NO. 
381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM. 
 
B. Saran 
1. Penuntut Umum dalam membuat dakwaan sebaiknya menggunakan 
undang-undang yang dikhususkan, karena perbedaan ancaman hukuman 
yang diberikan antara undang-undang khusus dan adanya asas lex specialis 
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derogat legi generale yaitu undang-undang khusus mengesampingkan 
undang-undang umum. 
2. Masyarakat sebaiknya lebih paham, teliti, dan cermat dalam mengenali 
keaslian uang Rupiah, minimal dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, dan 
Diterawang). 
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